Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.

DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka fungsi
pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat yang selama ini
merupakan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan
Masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;

. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah,

perlu dilakukan penyempurnaan nomenklatur struktur organisasi sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu menetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan



Menetapkan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Nomor 56 Tahun 2010.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
a. Kepala Badan

b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;dan
3. Sub Bagian Program

c. Bidang Formasi dan Informasi Kepegawaian terdiri dari :
1. Sub Bidang Formasi dan Penataan Pegawai; dan
2. Sub Bidang Informasi Kepegawaian.

d. Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari:
1. Sub Bidang Kepangkatan;dan



2. Sub Bidang Pemindahan Pegawai.

e. Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari :
1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai; dan
2. Sub Bidang Pengembangan Karir.

f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari :
1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;dan
2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.

g . Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIl diubah, sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

. Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;

b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang kesatuan bangsa dan
politik;

c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa
dan politik; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 22 diubah , sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;dan



